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BAB VI 

PENUTUP  

6.1.Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara sehubungan dengan Manajemen 

Kas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat saya rumuskan adalah 

sebagai berikut:  

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 

telah melaksanakan manajemen kas dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari fungsi manajemen kas yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan yaitu 

perencanaan kas, pelaksanaan kas, penatausahaan kas, pertanggungjwaban 

kas dan pengawasan kas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang 

dilakukan secara terencana, transparan, akuntabilitas atau dapat 

dipertanggungjawabkan.  

a. Perencanaan Kas 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan 

bahwa perencanaan kas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

ekonomi kreatif provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai cukup baik. 

Dilihat dari adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun 

tidak dilengkapi dengan anggaran kas sebagai dokumen yang 

diperlukan untuk memproyeksi perkiraan penerimaan dan pengeluran 

yang terjadi pada unit kerja. Dinas Pariwisata untuk melihat anggaran 

kas dinilai dari DPA.  
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b. Pelaksanaan Kas 

Beradasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan 

bahwa untuk pelaksanaan kas yang dilakukan oleh bendahara 

penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan baik. Dilihat dari 

adanya pencatatan penerimaan yang dilakukan yaitu dalam bentuk 

laporan realisasi anggaran, laporan realisasi penerimaan dan daftar 

penerimaan kas.  

Pencatatan pengeluaran yang dilakukan yaitu dalam bentuk daftar 

realisasi keuangan dan sisa kas di bendahara pengeluaran dan laporan 

pertanggungjawaban – bendahara pengeluaran. 

c. Penatausahaan Kas 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan 

bahwa untuk penatausahaan kas dilakukan dengan baik, untuk 

penerimaan dan pengeluaran. Dilihat dari pencatatan yang dilakukan 

dengan tertib, rapi, sesuai dengan kode akun dan pencatatan yang 

dilakukan dilengkapi oleh bukti – bukti transaksi serta pencatatan 

yang dilakukan secara tersistem menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDA) sehinggah 

dikatan efektif dan efesien.  

d. Pertanggungjawaban Kas  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan 

bahwa untuk pertanggungjawaban kas yang dilakukan dengan baik, 

baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dimana 
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pertanggungjawaban dikaitkan dengan hasil sebagai bentuk 

akuntabilitas / pertanggungjawaban.  

Bentuk pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan yaitu 

Laporan realisasi anggaran, dan laporan pencatatan daftar kas 

dibendahara penerimaan. Serta bentuk pertanggungjawaban untuk 

bendahara pengeluaran yaitu daftar realisasi keuangan dan sisa kas di 

bendahara pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban dibendahara 

pengeluaran.  

e. Pengawasan Kas 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan 

bahwa untuk pengawasan kas yang dilakukan baik pada penerimaan 

maupun pengeluaran sudah dilakukan dengan baik dilihat dari adanya 

tim verivikator yang digunakan untuk memeriksa kesalaham bukti 

transaksi dengan kenyataan dilapangan, selelu melakukan 

pemeriksaan audit secara berkala baik yang dilakukan oleh 

pemeriksaan internal yang dilakukan oleh auditor internal maupun 

ekseternal (inspektorat dan BPK). 

6.2 Saran 

Saran dari peneliti untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah  

1. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat anggaran kas 

untuk memproyeksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi, tidak 

hanya mengandalkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja.  

2. Sebaiknya pencatatan kas juga tersistem menggunakan Sisstem 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar saldo kas dapat tercantum di 
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laporan keuangan lainya sehingga membuat Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif  lebih mudah mengetahui posisi kas mereka. 
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